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Abstrak : Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan merupakan delik 
aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau 
laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian 
apabila seseorang apabila dengan sengaja yang memenuhi unsur – unsur 
pasal 335 ayat 1 KUHP maka dapat diproses oleh aparat penegak hokum 
dan dapat dilakukan upaya penegakan hukum meliputi: Upaya Preventif 
adalah upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat), serta 
Upaya Represif yaitu penegakan hukum secara  tegas kepada 
masyarakat yang melakukan tindak pidana meliputi : 1) Upaya hukum 
penal, 2) Upaya hukum non penal. Dampak dari penghapusan frasa 
“perbuatan tidak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Mahkamah Konstitusi bagi 
penegakan hukum di Indonesia apabila seseorang yang merasa dirugikan 
dengan adanya perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi untuk 
diproses menurut peraturan perundang – undangan karena mengingat 
hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas.  
 
Kata Kunci : Perbuatan Tidak Menyenangkan, Hukum Pidana,  
Mahkamah Knstitusi 
 
PENDAHULUAN  
Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan  
pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan  
kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai 
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kesadaran bernegara dan  berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang 
adil, makmur dan sejahtera.  
Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian 
menengah keatas  dan kondisi keamanan yang harmonis Hal tersebut 
dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan 
kepentingan yang berlaku dalam  kehidupan masyarakat yang diwujudkan 
dengan bertingkah laku sesuai dengan  norma yang berlaku di 
masyarakat.   Sebagai Negara hukum, Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang  Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia 
dan perlindungan terhadap warga Negaranya. Hak warga Negara 
dilindungi oleh Negara baik  warga Negara dalam status pengadu maupun 
korban dan saksi ataupun sebagai  warga Negara yang bebas, dan tidak 
membeda –bedakan jenis kelamin, umur,  suku, agama, dan lain – lain. 
Hak Warga Negara merupakan hak asasi manusia  yang dijamin didalam 
ketentuan UUD 1945 pada Pasal 28 A sampai dengan 28  J. Selain 
didalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin  
didalam UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Sesuai apa yang disebutkan dalam pertimbangan huruf a, UU RI No. 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering di sebut KUHAP “ 
Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  “  berbunyi   sebagai   
berikut   : Bahwa negara Rebublik Indonesia adalah negara hukum 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya. 
Seperti yang disebutkan diatas bahwa negara sebagai organisasi 
masyarakat yang merdeka dan berdaulat, menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan  menjamin warga negara bersamaan kedudukannya didalam 
hukum dengan tidak ada pengecualianya. KUHAP sebagai pedoman 
mengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah / 
pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnyalah 
didalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap 
hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Sehubungan dengan 
itu menurut pasal 28c ayat 1 dan 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa : 
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. 
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
menperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. 
 
Selain didalam UUD 1945, masalah Tindak Pidana merupakan 
masalah yang sering terjadi dan mungkin setiap orang mengalaminya baik 
sebagai  korban maupun pelaku sendiri. Hal ini merupakan suatu 
kenyataan yang harus diterima dalam kehidupan manusia. Adapun tindak 
 
Analisis Penghapusan Frasa Perbuatan….. Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 2, JULI 2015 255 
 
pidana yang terjadi adalah bermacam-macam dan beraneka ragam. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah  dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.2 tingkah laku manusia yang melakukan 
perbuatan tindak pidana, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan 
reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas 
sangat merugikan umum. 
Tindak Kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan 
dimana saja, berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang biak 
secara modus maupun skalanya, seiring berkembangnya masyarakat dan 
daerah sering juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula 
semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai 
kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. 
Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan 
individu maupun kelompok. Tindak pidana (delik), dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia diberi batasan sebagai berikut     :  “Perbuatan  yang  
dapat  dikenakan  hukuman  karena merupakan pelanggaran terhadap 
Undang undang disebut tindak pidana.3  
                                                          
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia; PT. Citra 
Aditya Bakti Cetakan Ke-5, Bandung,2013, hlm. 181 
3 2 Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar 
Grafika, 2012, hlm. 7 
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Dalam teori  yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang 
orang yang melakukan  tindak pidana atau delik dapat dipengaruhi dari 
dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun diluar pelaku 
disebut determinisme. Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan dengan mata kepala 
sendiri maupun melalui media elektronik ataupun yang dibaca di berbagai 
media cetak. Indonesia adalah Negara hukum, tetapi dalam aplikasinya 
tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak  tindakan 
aparatur penegak hukum dalam    menjalankan tugasnya bertentangan 
dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi. 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan 
perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita 
menganggap sepele ungkapan tersebut dan dianggap sebagai hal biasa, 
padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut 
pandangan hukum. Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, 
perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika 
perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak 
dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak 
menyenangkan, memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa 
korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak 
dirasakan oleh si penderita atau korban, oleh karenanya dari sudut 
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pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai 
ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu 
hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah 
penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran 
terhadap kemerdekaan orang. 
Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang selalu saja 
membuat siapapun orangnya dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian 
dan dapat diproses oleh pihak kepolisian selanjutkan diteruskan ke 
pengadilan sehingga dapat diproses begitu cepat. Namun disadari 
ataupun tidak, bunyi pasal 335 KUHP ayat 1 : 
“barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 
memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan 
yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, 
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan 
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain’ 
 
Dan akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian 
permohonan  uji materi Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang 
KUHP terkait  delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) 
UU No. 8 Tahun 1981  tentang KUHAP.  Mahkamah  Konstitusi  
membatalkan  frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 
KUHP, tetapi Mahkamah Konstitusi tak membatalkan Pasal 335 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai pasal yang bisa dilakukan 
penahanan. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa, “Sesuatu perbuatan 
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lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) 
butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan  hukum mengikat,” ucap Ketua MK, Hamdan Zoelva saat 
membacakan  putusan bernomor 1/PUU-XI/2013 di ruang sidang 
Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/1). Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 
KUHP selengkapnya berbunyi : 
“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 
memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, 
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” 
 
Melalui kuasa hukumnya, permohonan ini diajukan oleh Oei Alimin 
Sukamto Wijaya yang berstatus tersangka akibat berlakunya kedua pasal 
itu. Pemohon telah ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya pada 5 
Agustus 2012 lantaran bertengkar dengan pemilik Hotel Meritus (Haryono 
Winata), padahal pemohon dalam posisi dianiaya Haryono. Pemohon   
menilai   penerapan   Pasal   335   ayat   (1)   KUHP    secara 
konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau 
penuntut umum menggunakan pasal itu. Sebab, frasa dalam Pasal 335 
ayat (1) KUHP bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat 
pasal karet  itu. Misalnya, orang meludah atau meletakkan barang di 
rumah orang lain selama pemilik rumah tidak suka, bisa dilaporkan ke 
polisi. Menurutnya, penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP sering 
disalahgunakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sebab, sesuai 
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Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, tindak pidana perbuatan tidak 
menyenangkan ini dapat dilakukan penahanan. Praktiknya, ketika orang 
dituduh merusak barang atau asusila bisa ditahan, karena pasal yang 
dirujuk Pasal 335 ayat (1) KUHP. Mahkamah menilai frasa “Sesuatu 
perbuatan lain maupun perlakuan  yang tak menyenangkan”     dalam 
Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian 
hukum  dan ketidakadilan. Sebab, implementasi ketentuan itu memberi 
peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum 
terutama bagi pihak yang dilaporkan. 
Berkaitan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang 
pengaturan penegakan hukum tindak pidana perbuatan tidak 
menyenangkan sebelum Penghapusan Frasa “Perbuatan Tidak 
Menyenangkan” dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi serta dampak dari Penghapusan 
Frasa “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dalam Pasal 335 Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana (KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi bagi 
penegakan hukum di Indonesia 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Frasa  
Frasa adalah satuan linguistik yang secara potensial merupakan 
gabungan  dua kata atau lebih, yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa atau 
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tidak melampaui  batas subjek atau predikat ; dengan kata lain: sifatnya 
tidak predikatif. Pengertian Frasa menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat 
nonpredikatif (misal : gunung tinggi disebut frasa karena merupakan 
konstruktif nonpredikatif).4  
Pengertian Frasa menurut Para Ahli sebagai berikut :  
a. Menurut Venhaar menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok kata 
yang  merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang.  
b. Menurut Kentjono mendefinisikan frasa sebagai satuan gramatikal 
yang  terdiri atas dua kata atau lebih dari dua kata yang tidak berciri 
klausa dan  yang pada umumnya menjadi pembentuk klausa.  
c. Menurut Keraf menyatakan bahwa frasa merupakan suatu konstruksi 
yang  terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan.  
 
Tinjauan Umum Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan 
                                                          
4 Suherlan dan Odien R.., Ihwal Ilmu Bahasa dan Cakupannya. Untirta 
Press. Banten, 2003, hlm. 50 11  http://bahasaindosugik.blogspot.com. diunduh pada 
tanggal 10 Oktober 2014 Jam  19.32 WIT 
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azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang- undangan, biasanya ini lebih 
dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum  delictum nulla poena sine 
praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana 
Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang 
undang. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi. 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.14 
 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “strafbaar feit”, 
yang merupakan istilah resmi dalam “wetboek van strafrecht” atau Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. 
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan 
subjek tindak pidana. Ilmu pengetahuan hukum, memberikan pengertian 
tindak pidana banyak  dikenal  dengan  istilah  lain  diantaranya  “delict”.  
Untuk terjemahan didalam bahasa disamping istilah tindak pidana, juga 
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dipakai beberapa istilah yaitu : 
a. Perbuatan yang dapat dihukum, 
b. Perbuatan yang boleh dihukum, 
c. Peristiwa hukum, 
d. Pelanggaran pidana, 
e. Perbuatan pidana, 
f. Tindak pidana. 
Memakai istilah “tindak pidana” yang dalam pengertianya memang 
tidak mudah untuk memberikan perumusanya seperti juga untuk 
memberikan definisi terhadap hukum, dimana perumusan atau definisi 
tindak pidana telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 
pidana. Tindak pidana pencurian adalah suatu pengertian yuridis, lain 
halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara  
kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada 
kesatuan pendapat diantara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut 
faham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. 
Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. 
Jadi dalam hal ini pengertian pidana adalah perbuatan manusia yang 
dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam 
dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
a). Perbuatan manusia. 
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b). Memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya 
asas legalitas) 
c). Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-
betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh 
atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata 
pergaulan di masyarakat) 
d). Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai 
unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang 
berbuat. 
Unsur-unsur dari pemidanaan adalah: 
1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kesalahan. 
3. Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut Undang-Undang. 
 
Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan 
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 
ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang tindak pidana 
perbuatan tidak menyenangkan. Yaitu Bab XVIII, tentang kejahatan 
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terhadap kemerdekaan orang, khususnya Pasal 335 KUHP. Pada Pasal 
335 KUHP: 
(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah”: 
Ke-1 “barangsiapa secara sengaja melawan hukum memaksa 
orang lain supaya   melakukan,   tidak   melakukan,   atau  
membiarkan sesuatu, 
dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun 
perlakuan tidak menyenangkan, atau dengan memakai 
ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun 
perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu 
sendiri atau orang lain”. 
Ke-2 “Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, 
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 
ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”. 
(2) “Dalam hal diterangkan Ke-2, kejahatan hanya dituntut atas 
pengaduan orang yang terkena”. 
 
Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya No. 157 K/Kr/1980 juga 
memberikan kwalifikasi dari tindak pidana perbuatan yang tidak 
menyenangkan, yang terdapat dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP adalah 
dengan  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  dengan  perlakuan  
yang tidakmenyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap 
orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau 
membiarkan sesuatu.5 Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. : 675 
K/Pid/1985 tanggal 04 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas 
(vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende No. : 15/Pid.B/1984 tanggal 26 
Maret 1985, telah memberi kwalifikasi perbuatan pidana yang tidak 
menyenangkan yaitu : “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan 
                                                          
5 http://minsatu.blogspot.com/2012/03/masih-perbuatan-tidak-
menyenangkan.html diunduh tanggal 22 Agustus 2014 Jam 14.35 WIT 
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hukum memaksa orang untuk membiarkan  sesuatu.” Artinya ada 
rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang 
melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa- apa 
sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) 
tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia 
tidak suka maupun dia karena tidak membolehkan terjadinya sesuatu 
tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan phisik dan psychis 
untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang 
bersifat melawan hukum. 
 
Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi 
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali 
dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen 
konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 
ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil 
Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide 
pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu 
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan  modern yang muncul di 
abad ke-20. 
Mahkamah  Konstitusi  RI  mempunyai  4  (empat)  kewenangan  dan 
1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 
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1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
3. Memutus pembubaran partai politik, dan 
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
 
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa : 
a)  penghianatan terhadap negara; 
b) korupsi; 
c) penyuapan; 
d) tindak pidana lainnya; 
2. perbuatan tercela, dan/atau 
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Tidak 
Menyenangkan Sebelum Penghapusan Frasa “Perbuatan Tidak 
Menyenangkan” Dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi Penegakan Hukum mempunyai 
hubungan yang erat antara kehidupan hukum suatu bangsa dengan 
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susunan atau tingkat perkembangan sosial bangsa itu sendiri, karena 
tidak setiap bangsa atau Negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan 
yang sama dalam kehidupan hukumnya. Demikianlah pada saat kita 
membicarakan masyarakat yang tergolong sederhana sekali, terlihat di 
situ betapa sederhananya pula dari kebutuhan masyarakat itu mengenai 
penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana itu juga 
mengakibatkan bahwa badan-badan yang belum begitu banyak dan rumit 
tata kerjanya. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana 
sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk 
dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu masalah yang 
termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana 
sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. 
Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang 
berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat 
dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalah 
ini sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai stuktur 
masyarakat yang ada di belakangnya.  Penegakan hukum dalam suatu    
masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang 
disebabkan oleh struktur masyarakatnya. 
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Dampak Dari Penghapusan Frasa “Perbuatan Tidak Menyenangkan” 
Dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Oleh 
Mahkamah Konstitusi Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia 
 
Delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya seperti 
karet, bisa ditarik kemana-mana. Seharusnya dalam hukum pidana delik 
pidana harus jelas makna pengertiannya, misalnya pencurian adalah 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam 
rumusan delik pencurian sangat jelas, apa itu mengambil barang bukan 
kepunyaannya sendiri, dengan maksud memiliki secara melawan hukum. 
Begitu juga dalam delik tindak pidana penggelapan juga unsur-unsurnya 
jelas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  
lain6,   
tetapi  yang  ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini 
sangat berbeda dengan perbuatan tidak menyenangkan yang siapapun 
yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan bisa dilaporkan 
melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. 
                                                          
6 Satjipto Rahardjo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 38. 
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Penghapusan frasa itu dilakukan Mahkamah Konstitusi saat 
mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-undang (PUU) 
Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). “Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon 
untuk sebagian,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat 
membacakan putusannya di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 
Dalam amar putusannya, Hamdan menyatakan frasa “Sesuatu 
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat 
diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur, ukuran tersebut 
sangat subjektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, para penyidik, 
dan penuntut umum semata. “Sebagai akibat dari adanya rumusan delik 
yang demikian, dapat juga menjadipeluang bagi penyidik dan penuntut 
umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap laporan orang lain 
berdasarkan suatu laporan,” jelasnya.  
Ucapan nullum delictum nulla poena sine praevia lege berasal dari 
von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman. Dialah yang 
merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “Lehrbnuch 
des  pein leichen recht” 1801. 
Hal ini oleh Anselm von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut: 
a. “Nulla poena sine lege, yang artinya bahwa setiap penjatuhan 
hukuman haruslah didasarkan oleh pada suatu undang – undang 
 
Analisis Penghapusan Frasa Perbuatan….. Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 2, JULI 2015 270 
 
pidana. 
b. Nulla poena sine Crimine, yang artinya bahwa suatu penjatuhan 
hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang 
bersangkutantelah diancam dalam suatu hukuman oleh undang – 
undang. 
c. Nullum Crimen sine poena legali”, yang artinya bahwa perbuatan 
yang diancam dengan hukuman oleh undang – undang itu apabila 
dilanggar dapat berakibat dapat dijatuhkannya seperti yang 
diancamkan oleh undang 
– undang terhadap pelanggaranya. 
Penegakan    hukum    tentang    pengaturan    tindak    pidana     
perbuatan menyenangkan tidak bisa berlaku surut sesuai dengan azas 
legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih 
dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 
praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana 
Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang 
undang. 
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b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi. 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan merupakan delik aduan 
artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau 
laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dengan 
demikian apabila seseorang apabila dengan sengaja yang memenuhi 
unsur – unsur pasal 335 ayat 1 KUHP maka dapat diproses oleh 
aparat penegak hokum dan dapat dilakukan upaya penegakan hukum 
meliputi: Upaya Preventif adalah upaya meningkatkan kesadaran 
hukum dalam masyarakat), serta Upaya Represif yaitu penegakan 
hukum secara  tegas kepada masyarakat yang melakukan tindak 
pidana meliputi : 1) Upaya hukum penal, 2) Upaya hukum non penal 
2. Dampak dari penghapusan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” 
dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 
oleh Mahkamah Konstitusi bagi penegakan hukum di indonesia apabila 
seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan tidak 
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menyenangkan tidak dapat lagi untuk diproses menurut peraturan 
perundang – undangan karena mengingat hukum pidana di Indonesia 
menganut asas legalitas. 
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